
 

Jakarta, 2 April 1986  
 
Nomor : SR-344/K/1986  
Lampiran : 1 (satu) berkas   
Perihal : Pemeriksaan atas Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 

yang Diduga Fiktif  
 
Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Perwakilan 
di -  
SELURUH INDONESIA  
 
 
 Seperti diketahui kebijaksanaan pemerintah untuk menghapuskan sisa anggaran 
pembangunan (SIAP) pada akhir tahun 1985/1986 dapat mengakibatkan dibuatnya berita 
acara penyerahan pekerjaan/barang dan jasa yang fiktif yang dapat dijadikan dasar 
pembayaran dalam rangka menghabiskan anggaran pada akhir tahun anggaran 
1985/1986.  
 Berkenaan dengan adanya kemungkinan yang demikian itu, Direktur Jenderal 
Anggaran akan menginstruksikan kepada semua Kanwil DJA/KPN di seluruh Indonesia 
untuk menolak pengajuan permintaan pembayaran atau minta untuk disetorkan kembali 
ke Kas Negara SPM yang terlanjur dicairkan atas dasar Berita Acara penyerahan 
pekerjaan/barang dan jasa yang fiktif.  
 Untuk itu kami instruksikan kepada Kepala Perwakilan BPKP agar :  
1. Berdasarkan data dari Kepala Kanwil DJA/Kepala KPN setempat atau data yang 

Saudara sendiri peroleh dari administrasi KPN hendaknya Saudara tentukan proyek-
proyek yang pembayarannya atas dasar Berita Acara penyerahan pekerjaan/barang 
yang diduga fiktif, selama bulan Januari s/d Maret 1986.  

2. Melaksanakan pemeriksaan fisik atas proyek-proyek tersebut pada titik 1.  
3. Melaksanakan pemeriksaan keuangan proyek tersebut, yaitu mutasi keuangan selama 

Triwulan IV tahun 1985/1986.  
4. Melaksanakan pemeriksaan atas prosedur pembelian/ pemborongan pekerjaan yang 

dilaksanakan selama bulan Januari s/d Maret 1986 dari proyek-proyek tersebut di 
atas.  

5. Jika masih tersedia waktu/tenaga melaksanakan pemeriksaan atas proyek tahun 
1985/1986 yang kegiatannya belum selesai tetapi tidak di-DIP-kan dalam tahun 
1986/1987. Hendaknya diteliti apakah hasil pelaksanaan proyek selama tahun 
1985/1986 telah diserahterimakan kepada unit kantor strukturalnya atau proyek DIP 
tahun 1986/1987 untuk dimanfaatkan.  

6. Hal-hal tersebut diatas dilakukan juga terhadap proyek- proyek Inpres.  
Pemeriksaan ini hendaknya dilaksanakan sejak tanggal 11 April s/d Mei 1986.  
LHP-nya supaya mengikuti petunjuk terlampir.  
Sehubungan dengan pemeriksaan fisik atas proyek-proyek tersebut, apabila kekurangan 
tenaga dan biaya maka rencana pemeriksaan untuk bulan April dan Mei, 1986 terhadap :  
1. Program Peningkatan Produksi Kehutanan;  
2. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air;  
3. Kegiatan Rutin Kantor Departemen Kehutanan yang menunjang program tersebut 

diatas;  
4. Program Bantuan (Inpres) Reboisasi dan Penghijauan; dapat digeser asal tidak 

melampaui akhir Mei 1986 atau dihapuskan dari UPKPT 1986/1987, sedangkan 
pemeriksaan Biro Keuangan Pemda Tingkat I tetap harus dilaksanakan.  

LHP-nya dibuat per Proyek dan dikompilasikan per Departemen/Lembaga Negara serta 
disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah dalam 
rangkap 3 ( tiga) selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1986.  
Demikian agar maklum.  
 

 



 

 
KEPALA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 

TTD 
Drs. G a n d h i 
NIP.060006034 

 
Tembusan :  
1. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah.  
2. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
 
Lampiran ada di Biro Hukum 


